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ABSTRAK 

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan hubungan 

industrial di luar pengadilan. Mediator merupakan penengah dari pelaksanaan 

mediasi tersebut yang dimana merupakan media penengah untuk penyelesaian 

permasalahan hubungan industrial. Sehubungan dengan itu, mediator dalam 

melaksanakan mediasi juga diatur dalam pelaksanaannya agar dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dengan jelas 

dimana permasalahan tersebut berhasil atau gagal. Apabila mediator tidak dapat 

menyelesaikan mediasi yang waktunya sudah diatur dalam perundang-undangan, 

maka mediator dalam hal ini akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Displin Pegawai Negeri Sipil. Berlakunya peraturan tersebut tidak sejalan dengan 

prakteknya dimana pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada Mediator hanya 

berupa sanksi teguran lisan maupun tertulis. Bahwa dengan ini munculah rumusan 

masalah berupa bagaimana posisi mediator dalam mediasi dan sanksi yang sesuai 

untuk mediator yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Hubungan 

antara pengusaha dengan tenaga kerja atau pegawai merupakan hubungan timbal 

balik yang dibutuhkan untuk perusahaan. Selanjutnya mediator dalam hal ini juga 

memiliki hambatan dalam menyelesaikan perselisihan, mulai dari 

mempertemukan para pihak atau kurangnya fasilitas yang memadai. Peraturan 

Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi  juga menjelaskan bahwa di satu 

sisi Mediator dapat memang diberikan teguran oleh Kepala Dinas dapat 

memberikan teguran secara lisan maupun tertulis, dengan demikian bahwa jelas 

mediator disini dapat ditegur secara lisan maupun tetulis yang disatu sisi tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sanksi kepada 

mediator dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil bagian ketenagakerjaan. 

Kata Kunci: Mediator, Ketenagakerjaan, Pegawai Negeri Sipil 
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Abstract 

Mediation is one form of settlement of industrial relations problems outside the 

court. The mediator is the mediator of the implementation of the mediation which 

is the mediating media for the resolution of industrial relations problems. In 

connection with that, the mediator in carrying out mediation is also regulated in its 

implementation so that it can resolve the problem for 30 (thirty) days clearly 

where the problem is successful or failed. If the mediator is unable to complete the 

mediation whose time has been regulated in the legislation, the mediator in this 

case will be given sanctions in accordance with the applicable laws and 

regulations, namely Government Regulation number 94 of 2021 concerning Civil 

Servant Discipline. The enactment of these regulations is not in line with the 

practice where the implementation of sanctions given to the Mediator is only in 

the form of verbal or written warnings. That with this comes the formulation of 

the problem in the form of what is the position of the mediator in mediation and 

appropriate sanctions for mediators who do not carry out their obligations 

properly. The relationship between employers and workers or employees is a 

reciprocal relationship that is needed for companies. Furthermore, the mediator in 

this case also has obstacles in resolving disputes, ranging from bringing together 

the parties or the lack of adequate facilities. Ministerial Regulation No. 17 of 2014 

concerning the Appointment and Dismissal of Industrial Relations and Mediation 

Work Procedures also explains that on the one hand the Mediator can indeed be 

given a warning by the Head of the Service or can give a verbal or written 

warning, thus clearly the mediator here can be reprimanded verbally or in writing. 

which on the one hand is not in accordance with the applicable laws and 

regulations for sanctions against mediators in this case is a civil servant in the 

labor division. 

Keywords: Mediator, Employment, Civil Servant 
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